
 
 

KEPUTUSAN KEPALA DESA PABELAN 

 
NOMOR 6 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 
PEMBENTUKAN 

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

(PKPKD) 
DESA PABELAN, KECAMATAN KARTASURA , KABUPATEN 

SUKOHARJO , 
TAHUN ANGGARAN 2022 

 
KEPALA DESA , 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022, 

agar berjalan efektif, efisien, transparan dan 
akuntabel, dipandang perlu membentuk Pemegang 

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; 
  b. bahwa Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili 

Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik 

desa yang dipisahkan.  
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang 

Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 
Keuangan Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan 

Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ); 

 

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik 

Indonesia Nomor 5495 ); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

SALINAN 



 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5864); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2092); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2094); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
No 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor  ); 

 

 



 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 53); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah, 
Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 611); 

14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Tranmigrasi dan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional / Kepala  Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-
8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07/2017, 

Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 
01/SKB/M.PPN./12/2017 tentang Penyelarasan dan 

Penguatan Kebijakan  Percepatan Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

15. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia dengan Kepala Badan Pengawas 
Keuangan dan Pembangunan Nomor 900/6271/SJ 
dan MOU-16/X/D4/2015 tanggal 6 November 2015 

tentang Pengelolaan keuangan Desa, dan Surat 
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang 

Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 
tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor  165); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 166); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sujoharjo Nomor 12 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, 

Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 167); 

 



 

 

19. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 42); 

20. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang 
Standar Biaya Honorarium, Biaya Makan dan 
Minum, Biaya Diklat /Kursus dan Standar Harga 

Pengadaan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 ( Berita 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 59 

); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
 

PERTAMA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 
Pabelan, Kecamatan Kartasura , Kabupaten Sukoharjo 

yang selanjutnya disebut PKPKD,  

KEDUA  : Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah 
Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang 

dipisahkan.   

KETIGA : Dalam melaksanakan Pemegang kekuasaan Pengelolaan 

Keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian 
kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD          

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya PKPKD diberikan honor 
Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) tiap bulan 
(sesuai kemampuan Desa) 

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat 
ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada 

anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 
2022; 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
       Ditetapkan di Pabelan 

       Pada tanggal 3 Januari  2022 
       Kepala Desa Pabelan 

 
                    ttd 

 
             SRI HANDOKO 

 


